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ABSTRAK 

 

Jumlah konflik pertanahan di Indonesia cukup tinggi, pada tahun 2018, sektor perkebunan 

kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria dengan 144 

(35%) dari 144 konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun 2018 ini. Salah 

satu konflik pertanahan yang sampai saat ini masih terjadi yaitu sengketa tanah masyarakat Desa 

Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan perusahaan 

perkebunan kelapa sawit PT. Sinar Agro Makmur Lestari. Tujuan penelitian ini untuk 

menganalisis perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat desa berdasarkan hukum 

pertanahan nasional, menganalisis dan mengamati penerapan perlindungan hukum hak atas tanah 

desa Nusantara Kecamatan air Sugihan Kabupaten OKI; menganalisis dan menemukan 

pengaturan di masa yang akan datang terhadap hak atas tanah masyarakat desa ; mengidentifikasi 

dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hukum. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 

sengketa tanah seluas 1200 hektar yang telah dikelola masyarakat Desa Nusantara berawal 

dikeluarkannya Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Ogan Komering Ilir kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sinar Agro 

Makmur Lestari (SAML). Berbagai upaya telah dilakukan msyarakat Desa Nusantara untuk 

mempertahankan tanah seluas 1200 hektar tersebur agar tetap dapat menanam padi yang telah 

mereka usahakan sejak tahun 1997. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian 

hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran 

berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Semangat dan tujuan dari Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA) adalah untuk melindungi masyarakat ekonomi lemah atau masyarakat 

desa dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, hal ini tercermin dalam pasal-pasal yang 

dalam UUPA. Tetapi semangat dan tujuan UUPA tersebut khususnya pada pasal 2 tidak terlepas 

dari politik agraria yang dijalankan oleh rejim yang sedang berkuasa, sehingga penafsiran 

tentang Hak Menguasai Negara disalah tafsirkan seakan-akan negara dalam hal ini pemerintah 

sebagai pemilik hak atas tanah/agraria, sehingga dapat dengan bebas menentukan untuk apa dan 

kepada siapa tanah-tanah diberikan hak penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatannya.  

   

 

Kata Kunci: Hukum Pertanahanan Nasional, Perlindungan Hukum, Konflik Agraria 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa dengan sumber daya alam yang 

sangat melimpah dan untuk mengelola sumber daya alam ini Konstitusi Negara Republik 

Indonesia telah mengaturnya sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

1945 yaitu Bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat memiliki pengertian bahwa rakyat harus menerima manfaat dari sumber 

daya alam yang ada di Indonesia. 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan 

politik hukum dan hukum tanah nasional yang berisi perintah kepada negara agar bumi, air, 

kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang diletakkan dalam penguasaan negara itu 

digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.
1
 

Semasa Indonesia di bawah rezim Orde Baru, banyak sekali kasus diberikannya 

berbagai jenis hak kepada perusahaan-perusahaan yang letaknya berada di atas tanah yang 

telah dikuasai oleh penduduk secara turun temurun. Konsekuensi dari pemberian berbagai 

jenis hak ini adalah terjadinya pemusatan kepenguasaan atas tanah yang luas.
2
 

                                                           
1
 Urip Santoso, “Perolehan Hak Atas Tanah”, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 1 

2
 Sajogyo, “Reforma Agraria Perjalaan Yang Belum Berakhir”, Konsorsium Pembaruan Agraria, Jakarta, 

2009, hlm.XIX  



Pada era Orde Baru ini perubahan fungsi tanah terjadi sangat cepat, (terutama alih 

fungsi lahan pertanian ke non-pertanian). Lebih dari 60% total produksi pangan nasional 

Indonesoa (khususnya beras) dihasilkan di pulau Jawa, disisi lain sampai denga tahun 1995 

sekitar 22 ribu hektar per tahun tanah pertanian di pulau Jawa beralih fungsi. Barangkali 

inilah, salah satu penyebab pada era ini terpaksa mengimpor beras. Memang pada dasarnya, 

alih fungsi lahan tak mungkin dielakkan, namu perlu diatur dengan mempertimbangkan 

keadilan dalam hal akses rakyat tani terhadap tanah garapan.
3
 

Pembangunan ekonomi nasional yang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan 

ekonomi (Economic Growth Development). Untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan 

ekonomi secara cepat, maka pemerintah Orde Baru mengeluarkan kebijakan untuk: (1) 

membuka peluang ekonomi dan kesempatan berusaha dengan mengundang sebanyak 

mungkin pemilik modal dalam negeri maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia, dan (2) dengan secara sadar pemerintah mengeksploitasi sumber daya hutan dan 

kekayaan alam lainnya, terutama minyak dan gas bumi, sebagai sumber pendapatan dan 

devisa negara (state revenue) untuk membiayai pembangunan nasional.
4
 

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan yang bercorak kapital 

(capital oriented) dan berorientasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata dengan 

mengutamakan pencapaian target-target pertumbuhan tertentu, dengan UU No. 6 Tahun 

1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri yang kemudian diubah dan diganti dengan 

UU No, 12 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UU No. 6 tahun 1968 tentang UU 

Penanaman Modal dalam Negeri, dan pada tahun 2007 kembali diterbitkan Undang-Undang 

                                                           
3
 Gunawan Wiradi, makalah Semiloka Reforma Agraria “tantangan dan agenda kerja bagi Pemerintahan 

Baru 2004-2009, YLBHI, Jakarta, 2004 hlm.2 
4
 I Nyoman Nurjaya, “ Sejarah Hukum Pengelolaan Hutan di Indonesia”, Jurisprudence, Vol. 2, No. 1, 

Maret 2005. 



Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Setelah ini pemilik modal asing 

berbondong-bondong menanamkan modalnya di Indonesia, paling tidak karena 3 (tiga) daya 

tarik utama, yaitu:  

(1) Dari segi bisnis kesempatan untuk berusaha di Indonesia pasti sangat menguntungkan, 

dikarenakan kekayaan alam Indonesia yang akan dieksploitasi mempunyai prospek 

pasar yang dibutuhkan masyarakat internasional; 

(2) Pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan dan fasilitas serta jaminan stabilitas 

politik dan keamanan bagi investasi modal asing di dalam negeri; dan 

(3) sumber daya tenaga kerja selain mudah didapatkan juga dikenal sangat murah untuk 

mengembangkan bisnis maupun industri di Indonesia
5
 

Sistem kapitalisme cenderung utuk mensyaratkan, bahwa pertanian yang maju 

haruslah terdiri dari usaha tani berskala luas, efisien dan bersifat komersial. Karena itu 

sering digembar gemborkan bahwa usaha tani gurem tidak efisien, agar tercipta suasana 

sedemikian rupa sehingga akhirnya petani gurem menjual tanah mereka. Maka 

berlangsunglah proses pemusatan penguasaan tanah ke dalam tangan beberapa orang, suatu 

proses yang diharapkan dapat menciptakan usaha tani berskala besar dan efisien.
6
 

Pada masa Orde baru perubahan fungsi tanah terjadi sangat cepat, (terutama alih 

fungsi lahan pertanian ke non-pertanian). Lebih dari 605 total produksi pangan nasional 

Indonesia (khususnya beras) dihasilkan dari pulau Jawa, di sisi lain sampai tahun 1995 

sekitar 22 ribu hektar per tahun tanah pertaian di pulau Jawa beralih fungsi. Memang pada 

                                                           
5
  Ibid hlm. 52. 

6
 Gunawan Wiradi, Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir, Konsorsium Pembaruan Agraria, 

Oktober 2009 hlm 6 -7 



dasarnya, alih fungsi lahan tak mungkin dielakkan, namun perlu diatur dengan 

mempertimbangkan keadilan dalam hal akses rakyat tani terhadap tanah garapan.
7
 

Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Tahun 2017 dalam kurun 

waktu 2017, KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 659 kejadian konflik agraria di berbagai 

wilayah di Indonesia dengan luasan 520.491,87 hektar. Konflik-konflik tersebut melibatkan 

sedikitnya 652.738 Kepala Keluarga (KK). Dibanding tahun 2016, angka kejadian konflik 

pada tahun ini menunjukkan kenaikan yang sangat siginifikan di mana terjadi peningkatan 

hingga 50%. Jika dirata-rata, hampir dua konflik agraria terjadi dalam satu hari di Indonesia 

sepanjang tahun 2017. KPA (2017) juga mencatat konflik Agraria ini terjadi dalam beberapa 

sektor mulai dari sektor perkebunan, properti, infrastruktur, pertanian, kehutanan, 

pesisir/kelautan dan pertambangan.
8
 

Sampai sekarang ini permasalahan konflik agraria di Indonesia masih terlihat semakin 

kompleks dan serius. Konflik agraria ini membawa dampak serius pada kehidupan 

masyarakat Indonesia. Menurut Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang tahun 

2018 KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan 

wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai 

provinsi di Indonesia. Dengan demikian, secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015 – 

2018) pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria. Pada 

tahun ini, perkebunan kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang 

konflik agraria dengan 144 (35%) letusan konflik, sektor properti 137 (33%), sektor 

pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), sektor kehutanan 19 (5%) konflik, sektor 

                                                           
7
 Ibid, hlm 2. 

 
8
 Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria, “ Masa Depan Reforma Agraria Melampaui 

Tahun Politik”, Jakarta, 2018, hlm 27. 

 



infrastruktur 16 (4%) dan terakhir sektor pesisir/kelautan dengan 12 (3%). Dari 144 ledakan 

konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan sepanjang tahun ini, sebanyak 83 kasus 

atau 60%-nya terjadi di perkebunan komoditas kelapa sawit. Masih tingginya letusan konflik 

agraria yang terjadi di sektor perkebunan menandakan bahwa belum ada upaya yang serius 

dan bersungguh-sungguh dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria yang 

diakibatkan oleh kebijakan dan praktek-praktek pembangunan serta perluasan perkebunan di 

Indonesia. Ketimbang menyelesaikannya, dalam banyak kesempatan Presiden Jokowi selalu 

menekankan bahwa izin-izin di sektor perkebunan atau pun kehutanan, bukanlah lahir di era 

pemerintahannya.
9
 

Investasi di perkebunan merupakan salah satu cara pemanfaatan tanah yang diatur 

secara luas oleh UUPA sebagai pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa “bumi, air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, jadi sudah seharusnya investasi di sektor 

perkebunan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
10

 

Persoalan konflik agraria bukan hanya memperlihatkan perluasan lahan atau 

penerbitan izin baru perkebunan yang melanggar hak-hak masyarakat atas tanah. Melainkan 

juga persoalan tumpang tindih hak warga atas tanah dengan perusahaan swasta maupun 

perusahaan milik Negara yang telah berlangsung sejak lama, yang kemudian muncul 

kembali ketegangan konflik di tahun 2018 yang disebabkan oleh pemerintahan saat ini 

melakukan upaya-upaya baru terhadap ijin lama, seperti memperpanjang izin HGU bagi 

perusahaan. Atau pun tanpa ada upaya koreksi terhadap kesalahan rezim lama, dengan cara 

terus membiarkan banyak perusahaan perkebunan, yang jelas-jelas menyalahi prosedur atau 

                                                           
9
  Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria, Ibid, hlm. 17 

10
 Firman Muntaqo, “Harmonisasi Hukum Investasi Bidang Perkebunan”, Disertasi Fakultas Hukum 

Diponegoro,  Journal. Fh.unsri.ac.id. 



sudah habis izinnya tetapi bisa beroperasi di masa pemerintahan Jokowi. Di sinilah 

kontribusi pemerintahan saat ini dalam melanggengkan konflik agraria lama maupun 

mengakibatkan konflik baru.
11

 

Secara garis besar, sengketa lahan secara umum dapat dikatakan sebagai konflik untuk 

memperebutkan hak atas lahan, baik lahan pertanian, perkebunan, maupun tambang, antara 

rakyat yang selama ini menjadi penggarap, dengan pihak pemerintah serta swasta yang 

terkait dengan pengelolaan lahan tersebut.
12

 

Konflik agraria terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Dominasi letusan konflik 

masih terjadi di Sumatera dan Jawa. 10 provinsi penyumbang konflik agraria tertinggi antara 

lain; 1) Provinsi Riau dengan 42 kejadian konflik; 2) Jawa Timur dengan 35 kejadian 

konflik; 3) Sumatera Selatan 28 konflik; 4) Jawa Barat 28 konflik; 5) Lampung 26 konflik; 

6) Sumatera Utara 23 konflik; 7) Banten 22 konflik; 8) Aceh 21 konflik, 9) Kalimantan 

Tengah 17 konflik; dan 10) DKI Jakarta dengan 17 konflik agraria yang terjadi sepanjang 

tahun ini. Sementara secara luasan, 10 besar provinsi dengan konflik terluas diantaranya: 1) 

Lampung dengan luasan 183.054,22 hektar; 2) Sumatera Selatan seluas 139.709,7 hektar; 3) 

Sulawesi Tengah seluas 121.752 hektar; 4) Riau seluas 59.597,54 hektar; 5) Jawa Timur 

52.659,55 hektar; 6) Sumatera Utara seluas 52.354,85 hektar; 7) Kalimantan Barat 

44.564,14 hektar; 8) Sumatera Barat seluas 19.968,5 hektar; 9) Jambi seluas 17.327,3 hektar; 

dan 10) Nusa Tenggara Barat dengan luasan mencapai 11.948,1 hektar.
13

 

Konflik agraria di Sumatera Selatan didominasi oleh perkebunan sawit dan Hutan 

Tanaman Industri. Dari 9,1 jutahektar luas areal provinsi ini, sebagian besarnya dikuasai 

oleh perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di sektor perkebunan dan kehutanan, 

                                                           
11

 Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria,Opcit hlm. 17 
12

 Mukmin Zakie, Konflik Agaria Yang Tak Pernah Reda, Legality , UII, 2016.   
13

 Opcit, hlm. 30 



antara lain: 1) Hutan Tanaman Industri (HTI) seluas 1,5 juta hektar, 2) Perkebunan seluas 1 

juta hektar (90% perkebunan sawit), 3) pertambangan seluas 2,5 juta hektar, dan 4) kawasan 

hutan lindung seluas 1,3 juta hektar. Sementara masyarakat lokal dan petani hanya 

menguasai kurang dari 1 juta hektar.
14

 

Ketimpangan penguasaaan atas tanah yang menimbulkan ketidakadilan inilah yang 

menjadi menyebabkan konflik terjadi dan pada akhirnya memunculkan aksi-aksi perlawanan 

baik melalui demonstrasi maupun aksi-aksi di lokasi tanah. Padai beberapa kasus di 

Sumatera Selatan, kasus yang semula merupakan kasus konflik agraria tetapi berujung 

dengan kasus pidana dengan ditangkap dan ditahannya masyarakat dan aktifis pendamping 

masyarakat. 
15

 

Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Selatan di 

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) saja setidaknya terdapat 22 (dua puluh dua) desa yang 

sampai saat ini mengalami konflik Agraria, dan sebagian besar konflik terjadi antara 

masyarakat desa dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan Hutan 

Tanaman Industri yaitu perusahaan yang menanam tanaman akasia sebagai sumber bhan 

baku pulp and paper. Salah satu konflik masyrakat dengan perusahaan perkebunan kelapa 

sawit yaitu konflik masyarakat empat desa transmigrasi yaitu Desa Air Sugihan, Desa Marga 

Tani dan Desa Tirta Mulya dan Desa Nusantara yang berkonflik dengan perusahaan 

perkebunan kelapa sawit PT. SAML (Selatan Agro Makmur Lestari) di Kecamatan Air 

Sugihan yang masih berlangsung sampai dengan hari ini 
16
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Air Sugihan di Kabupaten Ogan Komering Ilir,  merupakan wilayah area permukiman 

transmigran yang dihuni sejak tahun 1981. Permukiman transmigrasi di Air Sugihan dikenal 

dengan dua nama, yaitu Air Sugihan Kiri yang terletak di sebelah barat Sungai Sugihan dan 

Air Sugihan Kanan yang terletak di sebelah timur Sungai Sugihan. Air Sugihan Kiri 

termasuk wilayah Kabupaten Banyuasin sedangkan Air Sugihan Kanan termasuk dalam 

wiayah  Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di area permukiman transmigrasi, oleh pemerintah 

dibuat kanal-kanal yang disebut jalur. Jalur ini berfungsi sebagai sarana transportasi air.
17

 

Kabupaten OKI adalah wilayah administrasi pada masa keresidenan Palembang, 

menurut catatan resmi yang dibuat pihak kolonial Belanda dan diterbitkan tahun 1940 

Kabupaten Ogan Komering Ilir termasuk dalam lingkungan Onder-Afdeeling Komering Ilir 

yang terdapat 14 Marga, yaitu  Marga Kayuagung, Marga Pegagan Ulu Suku ll, Marga 

Teloko, Marga Bengkulu , Marga Pegagan Ulu Suku l, Marga Masuji, Marga Danau, Marga 

Jejawi, Marga Sirah Pulau Padang, Marga Rambutan, Marga Pangkalan Lampam, Marga 

Keman Marga Pampangan dan  Marga Tulung Selapan (Berlian, 2003:39-40).
18

 

Sebelum dijadikan kawasan transmigrasi wilayah kecamatan Air Sugihan merupakan 

ulayat marga. Pada tahun 1979 Dewan Marga melepaskanya hak ulayat tersebut kepada 

pemerintah untuk dijadikan wilayah transmigrasi. Desa Nusantara adalah salah satu desa 

yang merupakan desa yang dibentuk karena program transmigrasi. Penduduk Desa 

Nusantara adalah penduduk yang berasal dari beberapa daerah di Pulau Jawa.  Setiap kepala 

keluarga mendapat 2 (dua) hektar lahan untuk dijadikan lahan pertanian dan 0,25 (nol koma 

dua puluh lima) hektar untuk pemukiman dan pekarangan. Pada awal masyarakat mengelola 
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tanah di wilayah Air Sugihan ini banyak sekali cerita menyedihkan, mengingat tanah yang 

mereka kelola merupakan tanah rawa gambut dengan tingkat keasaman yang cukup tinggi. 

Karena tanah yang mereka kelola sering mengalami gagal panen, masyarakat Desa 

Nusantara menanami tanah seluas dua hektar tersebut dengan kelapa sawit. Sambil 

menunggu hasil kelapa sawit yang membutuhkan waktu cukup lama, akhirnya masyarakat 

Desa Nusantara juga berinisiatif mengelola tanah gambut yang pada saat itu tidak ada yang 

menggarap,  yang merupakan tanah dengan status Areal Peruntukan Lain (APL). 

Masyarakat Desa Nusantara mulai mengelola tanah rawa gambut diluar tanah transmigrasi 

yang telah mereka miliki pada tahun 1988, dengan menanam padi. Setelah lebih kurang 

sepuluh tahun, barulah keadaan tanah gambut yang mereka tanami padi ini mulai membaik 

dan padi yang dihasilkan cukup memuaskan . Tetapi pada tahun 2005, mulai terjadi konflik, 

diatas tanah yang telah dikelola dan ditanami padi oleh masyarakat desa Nusantara ini 

diklaim sebagai tanah perusahaan perkebunan kelapa sawit yaitu PT. Sinar Agro Makmur 

Lestari (PT. SAML) yang telah mengantongi izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Izin lokasi 

seluas 42.000 hektar .
19

 

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan 

judul Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air 

Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. 

 

B. Permasalahan  

1. Bagaimana perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat desa berdasarkan Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA) ? 

                                                           
19

 Hasil wawancara dengan Mbah Imam, Tokoh Masyarakat Desa Nusantara, 5 Maret 2019. 



2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum dalam kasus hak atas tanah masyarakat 

desa Nusantara Kecamatan air Sugihan Kabupaten OKI ?  

3. Bagaimana pengaturannya ke depan yang seharusnya terhadap perlindungan hukum  hak 

atas tanah masyarakat desa ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian: 

1. Menganalisis perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat desa berdasarkan Undang-

Undang Pokok Agraria (UUPA).  

2. Menganalisis dan mengamati penerapan perlindungan hukum hak atas tanah desa 

Nuasantara Kecamatan air Sugihan Kabupaten OKI. 

3. Menganalisis dan menemukan pengaturan yang di masa yang akan datang terhadap hak 

atas tanah masyarakat desa. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan tesis ini terdiri 

dari manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat praktis 

a. Manfaat Teoritis 

1. Hasil penelitian ini dapat menyumbang pemikiran dan menambah pemahaman bagi 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten OKI, 

sebagai bahan evaluasi dalam mengambil sikap dan kebijakan dalam pengaturan 

tanah dan peruntukan tanah di Kabupaten OKI. 



2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah, khususnya Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan dan Kabupaten OKI, dalam rangka memberikan perlindungan 

hukum kepada masyarakat desa yang berkonflik dengan perusahaan perkebunan 

besar. Dan sebagai bahan evalusai bagi masyarakat dan LSM pendamping 

masyarakat atas upaya-upaya yang telah dilakukan selama ini dalam rangka 

penyelesaian konflik dan memperjuangkan hak atas tanah bagi masyarakat, terutama 

dalam kasus konflik antara masyarakat desa Nusantara dengan PT. SAML. 

3. Memberikan pemahaman kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bahan evalusai 

tentang peraturan-peraturan  pertanahan yang telah ada, dan sebagai masukan 

pemikiran dalam pembuatan kebijakan agraria di masa yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis  

1. Harapanya penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi 

rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum dan juga aparat penegak hukum atau 

pemerintah sehubungan dalam penerapan hak atas tanah masyarakat desa; 

2. Bagi masyarakat desa, penelitian ini akan memberikan pemahaman tentang hak atas 

tanah yang telah diatur dalam undang-undang pokok agraria; 

3. Bagi pemerintah sebagai bahan bacaan dan rujukan terkait pengaturan tanah di 

wilayah masing-masing. 

4. Bagi DPRD dan DPR RI, penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan dan acuan ketika 

akan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan agraria dan 

sumber daya alam. 



5. Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat, penelitian ini agar dapat menjadi rujukan dalam 

upaya melakukan advokasi kebijakan pemerintah terkait hak atas tanah masyarakat 

desa; 

6. Bagi penulis, untuk bisa mendalami lebih jauh tentang konflik tanah masyarakat 

Desa Nusantara dengan perusahaan perkebunan sawit dan kaitannya dengan 

pengaturan hak atas tanah berdasarkan UUPA.  

 

E. Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan permasalahan tesis sebagaimana tesebut di atas, maka ruang 

lingkup kajian dan pembahasan tesis ini hanya terbatas pada bagaimana perlindungan 

hukum terhadap hak atas tanah masyaraka Desa Nusantara kecamatan Air Sugihan Kabuaten 

OKI yang mengalami konflik dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Sinar Agro 

Makmur Lestari (PT. SAML) berdasarkan hukum agraria nasional Indonesia atau 

berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. 

 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Keadilan 

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaaan yang hendak 

diwujudkan oleh hukum. Upaya mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut 

merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali 

juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan 

politik untuk mengaktualisasikannya. 



Secara konkrit hukum adalah perangkat asas dan kaidah-kaidah yang mengatur 

hubungan antar manusia dalam masyarakat, baik yang merupakan kekerabatan, 

kekeluargaan dalam suatu wilayah negara. Dan masyarakat hukum mengatur 

kehidupannya menurut nilai-nilai sama dalam masyarakat itu sendiri (share value) atau 

sama-sama mempunyai tujuan tertentu.20 

Berbicara tentang keadilan maka tidak dapat dilepaskan dari Pancasila, yang 

merupakan azas negara yang merupakan falsafah dan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia. 

Pancasila merupakan hasil pemikiran dan perenungan yang mendalam dari pendiri 

negara ini, karena Pancasila memiliki nila-nilai universal yang sangat mendasar yang 

akan selalu sesuai dengan segala zaman. Pada lima nilai Pancasila telah disebutkan 

tentang keadilan, yaitu “ kemanusiaan yang adil dan beradab ” dan “ keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia”. Para pendiri bangsa ini tentu menginginkan bahwa 

dibentuknya negara Republik Indonesia berlandaskan prinsip kedua sila tersebut. 

Nilai kemanusian yang adil dan beradab mencerminkan sikap hormat 

menghormati dan saling menghargai antara sesama manusia. Sikap saling menghargai 

inilah yang diharapkan bagi bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan hidup 

bermasyarakat sesuai dengan Pancasila. Sikap tersebut merupakan sikap yang adil yaitu 

memanusiakan manusia sebagai makhluk yang sama derajat dan kedudukannya dalam 

memperoleh keadilan. Pancasila merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. 

Pancasila berisi nilai fundamental dan sebagai karakteristik dasar bangsa Indonesia.21 
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Keadilan Sosial dalam pemikiran Prof. Notonagoro dan Soekarno Founding 

Fathers. Pengertian adil menurut Prof. Notonagoro dipenuhinya segala sesuatu yang 

telah merupakan hak di dalam hidup bersama sebagai sifat hubungan antara satu dengan 

yang lain, mengakibatkan bahwa memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antara 

yang satu dengan yang lain adalah suatu wajib. Adil pada hakikatnya mempunyai 

makna : adanya pemenuhan wajib yang merupakan hak dalam hidup manusia; lebih 

mengutamakan wajib daripada hak; dan pemenuhan wajib dan hak itu sendiri meliputi : 

(1) hubungan negara dengan warga negara yang selanjutnya disebut keadilan 

distributive, (2) hubungan warga negara dengan negara yang disebut keadilan legal, dan 

(3) hubungan antar sesama warga Negara dan disebut keadilan komutatif. Filsafat 

Soekarno Draft pertama dari filosofi Pancasila dirumuskan oleh Sukarno pada tanggal 1 

Juni 1945. Sukarno selalu menyatakan bahwa Pancasila adalah filosofi asli asal 

Indonesia , yang ditemukan dari tradisi filsafat mengambil akar dalam sejarah Indonesia 

, termasuk tradisi adat filosofis, India - Hindu , Barat - Kristen , dan tradisi Arab - Islam 

. ‘ Ketuhanan ‘ ,awalnya adat, sedangkan ‘ Kemanusiaan ‘ terinspirasi oleh konsep 

Hindu Tat Twam Asi , konsep Islam fardhukifayah, dan konsep Kristen Hebs U naasten 

lief gelijk U Zelve , Allah boven alles. Sebenarnya “Sila” yang pertama Soekarno 

adalah “Negara Kebangsaan” (“Negara Nasional” / Nasionalisme”) yang kemudian 

menjadi “Sila” ketiga , “Persatuan”, “Sila” ketiga dari Sukarno menjadi Sila keempat 

Piagam Jakarta/ Pembukaan Konstitusi Indonesia dan Sila kelima Sukarno menjadi Sila 

pertama Piagam Jakarta dan Pembukaan Konstitusi.22 Akhirnya menjelaskan bahwa 

‘Keadilan sosial’ terinspirasi oleh konsep Jawa Ratu keadilan, seorang penguasa Jawa 

mesianis yang membebaskan orang-orang dari segala macam penindasan. Konsep 
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keadilan sosial telah menjadi salah satu pemikiran filosofis presiden Soekarno  

“Keadilan sosial ialah suatu masyarakat atau sifat suatu masyarakat adil dan makmur, 

berbahagia buat semua orang, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan, tidak ada 

penindasan,tidak ada penghisapan”.23 

Keadilan adalah norma dasar hubungan sosial dalam menghilangkan dan 

mencegah segala bentuk keterasingan sosial, semua tingkat hubungan sosial umat 

manusia. Istilah keadilan pada prinsipnya sila kelima Pancasila perlu dilihat dalam 

hubungannya dengan istilah “hanya” dalam prinsip kedua Pancasila. Keadilan, berarti 

“untuk memberikan apa kepada saya dan apa yang saya punya kepadanya. Ini aspek 

sosial keadilan, karena hubungan seseorang dengan orang lain. Keadilan dalam prinsip-

prinsip kedua dan kelima dari Pancasila sebenarnya adalah pengakuan nasional dan 

konsensus bahwa semua manusia pada dasarnya sama. Tidak ada perbedaan dan 

diskriminasi dapat dibuat atas dasar latar belakang ras, agama, seksual, sosial dan 

politik. Semua diskriminasi, pada dasarnya bertentangan dengan konsep keadilan dalam 

Pancasila.24 

Teori keadilan ini akan digunakan untuk menganalisi dan menjawab rumusan 

masalah mengenai hak atas tanah bagi masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air 

Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengalami konflik tanah dengan 

perusahaan perkebunan.  
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2. Teori Politik Hukum 

Dalam perspektif negara hukum dan demokrasi, pembangunan suatu bangsa tidak 

terlepas dari cita-cita masyarakat. Cita-cita masyarakat itu sendiri berkaitan dengan 

keinginan untuk membangun suatu bangsa yang adil dan beradab. UUD RI tahun 1945 

secara konseptual telah meletakkan dasar yang kuat bagi terwujudnya suatu negara 

hukum demokrasi yang kuat, adil,  dan sejahtera. Keinginan itulah yang harus menjadi 

tujuan utama dalam politik hukum nasional, yakni hukum yang melindungi dan 

menyejahterakan rakyat. Masyarakat adalah subjek dan objek pembangunan hukum di 

Indonesia. 

Perjalanan sejarah politik hukum Indonesia sejak orde lama sampai dengan era 

reformasi belum menunjukkan hasil yang signifikan dalam pelaksanaan fungsi tersebut. 

Perubahan paradigma politik hukum dan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu dari sistem 

yang otoriter kepada sistem yang demokrasi, dan dari sistem sentralistis ke sistem 

desentralistik, seharusnya memberikan dampak terhadap produk hukum dan kebijakan 

pemerintah dengan membentuk dan membangun hukum, serta kebijakan yang 

prorakyat. Namun kenyataan hal ini jauh panggang dari api.
25

 

Menurut Solly Lubis, landasan Politik dalam pembentukan Peraturan perundang-

undangan adalah garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar melanjutkan bagi 

kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemeritahan negara. 

Selanjutnya ia mencontohkan garis politik ekonomi yang tercantum dalam TAP MPR 
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No. IV tahun 1973 (GBHN) menjadi landasan politis pembuatan UU No. 5 tahun 1974 

yang mengatur Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. 26.  

Pada tahun 1999 garis politik otonomi kembali ditegaskan dalam TAP MPR 

Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, 

Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, ini menjadi landasan politis pembentukan UU No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah. Kemudian pada tahun 2001 ditetapkan juga TAP MPR Nomor 

IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pada 

Pasal 1 ketentuan ini ditegaskan bahwa: “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam merupakan landasan 

peraturan perundang- undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber 

daya alam”  

Namun ketentuan ini tidak melahirkan Peraturan Perundang-undangan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ketentuan tersebut. Hal ini seiring dengan 

perubahan UUD 1945 yang berimplikasi terhadap perubahan ketatanegaraan Republik 

Indonesia, dan semakin nyata dengan kemunculan UU No. 10 Tahun 2004 dimana pada 

ketentuan Pasal 7 ayat (1) mengenai jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan 

tidak lagi memasukkan TAP MPR. 
27

 

Sedangkan menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, menjelaskan bahwa politik 

hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau 

dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Garuda Nusantara menjelaskan 
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pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang 

telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah 

pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi  ius contitutum dan menciptakan 

hukum yang berdimensi ius constituendum, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga 

dan pembinaan para penegak hukum. 
28

 

Menurut Urip Santoso Politik Agraria adalah garis besar kebijaksanaan yang 

dianut oleh Negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, 

mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam 

lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara, yang 

bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar (UUD) 1945.
29

 

Politik Agraria dapat dilaksanakan, dijelmakan dalam sebuah Undang- Undang 

mengatur agrarian yang memuat asas-asas, dasar-dasar, dan soal-soal agraria dalam 

garis besarnya, dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya. Dengandemikian, ada 

hubungan yang erat antara politik dan hukum.
30

 

Dalam bidang pertanahan, konfigurasi politik dan pergeseran politik ternyata 

mempengaruhi interpretasi rezim terhadap politik hukum agraria yang telah digariskan 

UUPA. Konsep politik hukum agraria mengalami pergeseran pada setiap masing-

masing periode pemerintah. 
31

 Politik pemerintahan pertanahan kita sudah jelas seperti 

yang tercantum dalam UUPA, penegasan ini penting sekali, karena masalah tersebut 

selalu menjadi pertanyaan dan sempat menimbulkan keragu-raguan, juga dikalangan 

aparatur negara sendiri. Karena keragu-raguan ini penanganan masalah pertanahan di 
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waktu yang lalu masih bersifat pasif, artinya dalam menyelesaikan segi-segi 

administrative terhadap kasus-kasus yang timbul, dan tidak tampak upaya pelaksanaan 

penegakan UUPA secara aktif berwujud pemberian arah, pengaturan, pembinaan, 

pengendalian serta pengawasan dan penggunaan tanah.
32

  

Tujuan pokok UUPA sebagaimana diuraikan dalam penjelasannya, bahwa UUPA 

merupakan dasar berpijak bagi penyusunan hukum agrarian nasional sebagai alat untuk 

kemakmuran rakyat, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat 

tani. Sedangkan politik hukum sebagai kerangka umum akan membentuk hukum (legal 

frame work), mempunyai peranan yang sangat penting, karena pada akhirnya pilihan 

terhadap politik agraria inilah yang telah menjadi pemicu munculnya sengketa-sengketa 

tanah.
33

 

 

3. Teori Perlindungan Hukum 

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang 

berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain 

itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang 

terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat 

diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum 

untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang 

warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi 

sesuai peraturan yang berlaku. 
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Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk 

mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi 

tubrukan antar kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh 

hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu 

dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur. Teori perlindungan hukum 

dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, 

yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam 

masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai 

kepentingan tersebut.34 

Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945), menyatakan : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu 

pemerintah negara Indonesia yang melidungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaska 

kehidupan banga.......” 

Dari pembukaan ini telah tentang kewajiban negara untuk memberikan 

perlindungan kepada rakyatnya. Dalam hukum kita mengenal istilah subjek hukum 

sebagai pembawa hak yakni manusia (natuurlijk persoon) yang mana setiap manusia 

sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami yang memiliki nyawa 

serta kehendak dan badan hukum (rechts persoon), suatu badan yang terdiri dari 

kumpulan orang yang diberi status "persoon" oleh hukum sehingga mempunyai hak dan 

kewajiban. 
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Makna yang terkandung dalam pembukaan UUD NKRI 1945 yaitu bahwa negara 

berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dalam arti 

manusia sebagai pembawa hak atau subjek hukum, yang berarti memperioritaskan 

kesejahteraan rakyat banyak tanpa membedakan suku, agama dan ras serta golongan. 

Perlindungan hukum ini untuk membatasi kepentingan salah satu golongan dengan 

golongan lainya begitu pula sebaliknya, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan 

diantara golongan tersebut. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode  merupakan  jalan  atau  cara  yang  ilmiah  untuk  mengetahui  sesuatu  

dengan  mengunakan  cara-cara  yang  sistematis,  dimana  metode  tersebut  menyangkut  

cara  kerja  untuk  memahami  objek  yang  menjadi  sasaran  ilmu  yang  bersangkutan.
35

 

Penelitian  hukum  merupakan  usaha  untuk  menganalisa  serta  mengadakan  konstruksi  

dengan  mengunakan  metodelogi  yang  berarti  suatu  penelitian  dilakukan  dengan  

metode  dan  cara  tertentu,  sistematis  yang  berarti  harus  mengikuti  langkah-langkah  

tertentu,  dan  konsisten  yakni  dilakukan  secara  taat  asas.
36

 

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis  diantaranya sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini ditegaskan pada jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu 

prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan 

dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang di dalam penelitian hukum normatif 

dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu 
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ilmu hukum yang sui generis atau ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.
37

 

Maksudnya ialah ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, yang fokus 

kajiannya adalah hukum positif.
38

 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, 

guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif 

dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan 

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah 

yang dihadapi.
39

 

2. Pendekatan Penelitian 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan  pendekatan 

filsafat (Philosopycal Approach) peraturan perundang-undangan (statute approach) dan 

pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan futuristic (future approach). Dengan 

yang menjadi pokok bahasan adalah implementasi peraturan perundang-undangan atau 

hukum dalam melihat kasus konflik tanah antara masyarakat desa dengan perusahaan 

perkebunan. 

a. Pendekatan Filsafat (Philosopycal Approach) 

Pendekatan filsafat digunakan untuk menganalisis isu hukum yang 

mengandung permasalahan hukum secara menyeluruh, spekulatif tetapi tetap 

mendasar. Dengan pendekatan filsafat yang menyeluruh, mendasar, dan spekulatif, 

maka penjelajahan filsafat akan mengupas isu hukum dalam penelitian hukum 

normatif secara radikal dan mendalam.  Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji 
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nilai-nilai dan asas-asas yang mendasari norma-norma dalam aturan hukum positif 

yang mencakup nilai dan asas dari rumusan masalah yang penulis buat. 

b. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan 

hukum positif yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum 

normatif. Untuk itu, peneliti harus memahami hukum sebagai sistem tertutup yang 

bersifat: pertama, comprehensive (norma-norma hukum positif yang ada di 

dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis); kedua, all inclusive 

(kumpulan norma hukum positif tersebut cukup mampu menampung permasalahan 

hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum); ketiga, systematic, 

(di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum positif itu 

juga tersusun secara hierarkis). 

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami 

hirearki, dan asas dalam peraturan perundang-undangan. Secara singkat dapat 

dikatakan bahwa bahwa statue berupa legislasi dan regulasi. 40 Pendekatan 

perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan 

regulasi. Dalam pendekatan perundang-un dangan penulis bukan saja melihat 

kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi 

muatannya, perlu kiranya penulis mempelajari dasar ontologis (alasan adanya) 

lahirnya undang-undang, landasan filosofis, dan ratio legis dari ketentuan undang-

undang.  

Perlu ditelaah adalah dasar ontologism, filosofis, dan ratiolegis undang-

undang bukan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, karena undang-
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undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat, 

sedangkan regulasi tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikehendaki oleh 

rakyat. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Penulis  mencoba membangun argumentasi hukum dalam perpektif kasus 

konkrit yang telah terjadi dilapangan.  Tentunya kasus ini erat kaitannya dengan 

kasus atau peritiwa hukum yang terjadi dilapangan, dalam hal ini kasus konflik 

tanah antara masyarakat Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan 

Komering Ilir. Penulis akan menghubungkan atas peristiwa hukum yang terjadi 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum 

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memebrikan preskripsi mengenai 

apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian 

hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan 

hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder: 

 

  

d. Bahan Hukum Primer 

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum diperoleh melalui hasil 

penelitian di lapangan, sesuai dengan permasalahan yang ada serta bahan-bahan 

yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh Pemerintah yang sumbernya telah 

diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif. Adapun bahan-bahan hukum primer 



terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan Undang-Undang, yusrisprudensi, peraturan pemerintah, dan peraturan-

peraturan pelaksana. 
41

 Dalam penelitan ini penulis menggunakan bahan-bahan 

hukum primer yang terdiri dari :  

1. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 

2. Perpu Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luasan Tanah Pertanian 

3. UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-Hak 

Sosial, Ekonomi dan Budaya; 

4. UU No. 19 Tahun 2004 Tentang Penerapan Perpu No.1 Tahun 2004 Tentang 

Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-

Undang; 

5. UU No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan; 

6. UU No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; 

7. UU No. 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun  1997 

Tentang Ketransmigrasian; 

8. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; 

9. Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria. 

10.  Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 tahun 1999 Tentang Izin Lokasi dan 

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang Izin Lokasi 

Selain itu bahan hukum primer juga didapat dari hasil penelitian lapangan 

dari peritiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam kasus yang menjadi studi kasus 

dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini akan diperoleh data-data dan 

                                                           
41

 Peter Mahmud Marzuki, Ibid. Hlm. 181 



informasi yang didapat langsung dari tokoh-tokoh masyarkat yang mengalami 

langsung peristiwa hukum yang terjadi.  

e. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya memberikan 

penjelasan mengenai hukum primer, seperti buku-buku teks ilmiah yang ditulis para 

ahli hukum yang berpengaruh, hasil-hasil penelitian dan ketentuan lain yang 

memiliki keterkaitan secara langsung dengan objek kajian penelitian. 
42

 

f. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus 

ensiklopedia, jurnal ilmiah, media cetak dan sumber-sumber lain yang didapat dar 

internet. 

 

4. Teknik Pegumpulan Bahan-Bahan Hukum 

Setelah menetapkan isu hukum, maka penulis melakukan penelusuaran untuk 

mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang penulis hadapi. 

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan 

menginventarisasi aturan hukum positif,  meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, 

laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan 

dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, 

selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk 

memudahkan penulis untuk analitis dan konstruksi. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

yang digunakan dalam pengumpulan dan informasi pada peneitian ini dilakukan dengan 
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cara identifikasi dan mendeskripsikan informasi dan bahan-bahan hukum yang berhasil 

dikumpulkan dilapangan. 

Selain itu itu penulis juga menggunakan teknik wawancara dengan tokoh-tokoh 

masyarakat untuk menggali fakta-fakta hukum yang terjadi. Dalam wawancara ini 

penulis telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang telah disusun sebagai panduan dan 

juga wawancara variatif atau wawancara yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

untuk bahan analisis. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisia didasarkan pada peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan pemerintah untuk melihat permasalahan yang dalam 

menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Pengolahan bahan-bahan hukum 

dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-

bahan hukum tersebut. 

5. Analisa Bahan-Bahan Hukum 

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum 

(interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Beberapa teknik penafsiran hukum yang 

dikenal dalam ilmu hukum, antara lain adalah: 

a. Penafsiran Gramatikal 

Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa 

yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam 

kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk 

menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan 

mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.  

b. Penafsiran Historikal 



Penafsiran historis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk 

mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya, sehingga diketahui maksud atau 

keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-

aturan hukum dalam undang-undang tersebut. Dengan diketahui maksud dan 

keinginan pembentukan undang-undang ini maka kita dapat memperoleh fakta-fakta 

yang melatarbelakangi terbentuknya Undang-Undang tersebut dan cara pandang 

pembentuk Undang-Undang tersebut.  

c. Penafsiran Sistematis 

Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang 

lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. 

Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan 

cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat 

dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang 

lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas 

dan tepat. 

d. Penafsiran Futuristik 

Penafsiran futuristik ialah penafsiran terhadap suatu undang- undang yang 

menyangkut pembangunan hukum di masa depan (futuristik atau antisipatoris).
43

 

Penafsiran ini merupakan bagian dari penelitian hukum interdisipliner yang bertujuan 

untuk pengembangan sektor pembangunan hukum tertentu dan mengadakan 

perencanaan hukum (legal planning). 
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Kegunaan penafsiran ini adalah untuk menyusun naskah  akademik, rancangan 

Undang-Undang, atau peraturan perundang-undan- gan (termasuk keputusan) yang 

baru (legislative drafting). Cara kerja penafsiran futuristik lebih menitikberatkan pada 

penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi cara-cara 

penafsiran hukum sosiologis– teleologis dan fungsional degan cara menemukan suatu 

asas atau kaidah hukum untuk masa yang akan datang. Pembangunan hukum formil 

yang berkaitan dengan isu hukum penelitian ini, tentunya tidak terlepas dari 

penggunaan metode penaf-siran futuristik. Penafsiran ini memudahkan peneliti untuk 

melakukan pengembangan dan menemukan rumusan hukum yang efektif dan efesien.
 

44
 

e. Penafsiran Teleologis 

Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan memperhatikan secara khusus 

keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan 

hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.
45

 

Selanjutnya, metode kontruksi hukum dalam rangka menganalisis bahan hukum: 

a. Argumentum per analogiam, yaitu penemuan hukum dengan jalan analogi terjadi 

dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus dan akhirnya menggali asas 

yang terdapat di dalamnya. Di sini peraturan perundang-undangan yang dijadikan 

peraturan yang bersifat umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, diterapkan 

terhadap suatu peristiwa khusus tertentu, sedangkan peraturan perundang-undangan 

tersebut sesungguhnya tidak meliputi peristiwa khusus tertentu itu, tetapi peristiwa 
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khusus ter tentu itu hanyalah mirip dengan peristiwa yang diatur oleh peraturan 

perundang-undangan. 

b. Penyempitan Hukum (rechtsverfijing), dalam menyempitkan hukum dibentuklah 

pengecualian-pengeculaian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-

peraturan yang bersifat umum. Disini peraturan yang bersifat umum diterapkan 

terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau 

konstruksi dengan memberi cirri-ciri 

c. argumentum a contrario, yaitu menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada 

perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang 

diatur dalam undang-undang.
46

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan adalah hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan 

penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau 

pertanyaan penelitian.
47

 Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif 

yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus yang dihadapi. Proses yang 

terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa 

nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara 

umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan 

diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga 

diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan 

sebelumnya. 
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Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam tesis ini lebih menekankan kepada 

bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam tesis ini, dapat menunjukkan 

hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. 
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 Penarikan kesimpulan dalam penulisan 

tesis ini dilakukan guna mendapatkan jawaban-jawaban dari setiap permasalahan yang yang 

telah dibahas dalam bagian pembahasan. 
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